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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

: a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan potensi dan

pelestarian sumber daya ikan di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996
tentang Izin Usaha Perikanan yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1998
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun

2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor
142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, maka
dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.

: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000. tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);

Ondangeundang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997/ tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 3839);

. Ondang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Tata Pengaturan
Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 19827 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3408) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3536) dan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Janis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001] tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan
Budi Daya Laut di Perairan Indonesia;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/95 tentang
Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun
2000 tentang Perlzinan Usaha Perikanan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.23/MEN/2001
tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.45/MEN/2001
tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang;
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.46/Men/2001
tentang Pendaftaran Ulang Perlzinan Usaha Penangkapan Ikan;
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.47/MEN/2001
tentang Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
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22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Non'or 213/MPP/
Kep/7/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan
Pungutan Hasil Perikanan;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.06/2001 tentang Tata
Cara Pengenaan dan Penyetoran Pungutan Perikanan;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi
Ka bupaten/Kota ;

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3
Seri D);

32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUST USAHA PERIKANAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3

4. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat.
6

. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
Perikanan dan Kelautan.

7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota
yang membidangi Perikanan dan Kelautan.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.

9. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersial.

11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia, dengan menggunakan seluruh tenaga dan
modal nasional.

12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
dengan cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah  atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial.

13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

14. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin
tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan
Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam Izin tersebut.

15. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk
melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari IUP.
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16.Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang
selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat yang harus dimiliki setiap
Kapal Perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada
Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan
pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.

17.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat
SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut
Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan
ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.

18.Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPbI adalah
surat yang harus dimiliki setiap unit keramba jaring apung untuk
melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di perairan umum yang
melintas Kabupaten/Kota dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari IUP.

19. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal
perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan
yang belum tercantum dalam IUP.

20. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan
dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum
dalam IUP.

21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya
yang dipergunakan khusus untuk melakukan penangkapan ikan,
pengangkutan ikan serta penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan.

23. Kapal Penangkap dan Pengangkut. Ikan adalah kapal yang secara
khusus dipergunakan untuk menangkap dan mengangkut ikan
termasuk memuat, menampung, menyimpan dan mendistribusikan.

24. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas
Kabupaten/Kota.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

26. Retribusi Pengusahaan Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut
dari pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) atas usaha penangkapan
dan pembudidayaan ikan di laut wilayah Propinsi dan perairan umum
lintas Kabupaten/Kota.

27. Retribusi Hasil Perikanan adalah jenis retribusi yang dipungut dari
pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal
Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan atau Surat
Pembudidayaan Ikan (SPbI), sesuai dengan perhitungan rencana
produksi yang akan dicapai.

http://www.bphn.go.id/



